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Penelitian berjudul “Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa 
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1721/Pdt.G/ 
2013/PA.Pbg)”, dengan membahas permasalahan ratio decidendi putusan 
Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/ Pdt.G/2013/ PA.Pbg, debitur 
wanprestasi dan penjualan lelang obyek agunan pada perbankan syariah pada 
pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip perbankan syariah.  
1) Akad pembiayaan multijasa sebagaimana dituangkan dalam akta notaris 
Nomor 1 Tahun 2011, penerima pembiayaan untuk pengembambangan tabloit 
ASPIRASI ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban membayar 
pembiayaan sebagaimana dalam akad pembiayaan. Debitur ingkar janji telah 
sepatutnya jika mengeksekusi benda yang dibebani sebagai agunan, namun hal 
yang disayangkan oleh debitur adalah adanya kesepakatan dalam akad 
pembiayaan bahwa jika debitur wanprestasi, penyelesaiannya dengan menjual 
4 (empat) ruko yang tidak dibebani sebagai agunan, penyelesaian dengan 
menjual 4 (empat) ruko tersebut telah disepakatinya. Apabila dalam 
pelaksanaannya Bank lebih dahulu mengeksekusi benda yang dibebani sebgai 
agunan dengan dasar debitur ingkar janji atau wanprestasi, berarti di satu sisi 
debitur menyerahkan agunan sebagai jaminan utang, dan disisi yang lain 
kesepakatan dalam akad untuk menjual benda yang tidak dibebani sebagai 
agunan.  
2) Bank syariah selaku pemberi pembiayaan mempunyai hak untuk melelang 
benda yang dibebani sebagai agunan milik debitur sebagai pelunasan piutang, 
namun langkah penjual lelang atas eksekusi hak tanggungan jelas tidak sesuai 
dengan prinsip pembiayaan syariah yang salh tolong menolong. Pembiayaan 
bermasalahan langkah yang diambil yaitu melanjutkan hubungan dengan 
nasabah, dan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Melanjutkan hubungan 
dengan nasabah jika menurut penilaian bank syariah nasabah dinilai kooperatif 
dan masih memiliki prospek usaha yang baik ke depannya dan dilakukan 
dengan langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan. Selain itu dalam 
perbankan syariah, penjualan lelang benda yang dibebani sebagai agunan 










Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan 
lindunganNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis berjudul“Wanprestasi 
Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan 
Agama Purbalingga Nomor:1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg)”, ini. Tesis ini diajukan 
sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada 
Program Pasca Sarjana Universitas Narotama Surabaya. 
 
Penulisan tesis ini dapat terwujud berkat bantuan dan kerjasama berbagai 
pihak, untuk itu penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-
besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat : 
 




2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H.., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Narotama Surabaya; 
 
3. Dr. Habib Adjie, S.H., Hum., selaku Ketua Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya; 
 
4. Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang sangat 
berjasa memberikan bimbingan, masukan serta saran dalam penulisan tesis 
ini; 
 
5. Kedua orang tua saya, Ayah Abdul Malik, S.H., CN dan Umik Muflihatul 
Maghfiroh, yang sudah memberikan dukungan penuh dalam mengerjakan 






6. eluruh teman- teman dan saudara yang selalu mendukung penulis dalam 
menyelesaikan study di Magister Kenotariatan Universitas Narotama. 
 
7. Seluruh civitas akademika di Universitas Narotama Surabaya yang sudah 
turut memberikan andil baik sebagai Dosen maupun karyawan di 
Universitas Narotama Surabaya dan semua pihak yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu. 
 
Penulis menyadari sebagai karya manusia sudah tentu tulisan ini jauh dari 
kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis 
mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini. 
 
 


















Artikel ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa karakteristik pembiayaan ijarah multi jasa adalah mengambil 
manfaat dengan jalan pengganti. Dikaitkan dengan sistem perbankan syariah 
sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam, maka tidak hanya dituntut untuk 
menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja. Akan tetapi, 
juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan 
Al - Qur`an dan Hadist. Kriteria wanprestasi pada pembiayaan ijarah multi jasa 
dan upaya penyelesaiannya adalah masing-masing pihak harus memenuhi 
kewajiban yang timbul dari akad. Apabila salah satu tidak memenuhi kewajiban 
dalam akad, penyelesaian wanprestasi dalam perbankan syariah dengan mediasi 
atau melalui BASYARNAS.  








This article is Legal Research using statute approach, conceptual approach and 
case approac. Result of this legal research is characteristics of multi-service 
ijarah financing, that the purpose of ijarah is to take advantage with a 
replacement road. Associated with the Islamic banking system as part of the 
Islamic economic concept, therefore sharia banking is not only required to 
generate profit through every commercial transaction, but also demanded to 
implement sharia values in accordance with the Qur'an and Hadith. Breach of 
contract crtiertia on multi-service ijarah financing and settlement efforts is each 
party must meet the obligations arising from the contract. If one does not fulfill 
the obligations in the contract, settlement of wanprestasi in sharia banking withm 
mediation or through BASYARNAS.  
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1.1.1. Ratio decidendi putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 
1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg debitur wanprestasi, bahwa akad 
pembiayaan multijasa sebagaimana dituangkan dalam akta notaris 
Nomor 1 Tahun 2011, penerima pembiayaan untuk pengembambangan 
tabloit ASPIRASI ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban 
membayar pembiayaan sebagaimana dalam akad pembiayaan. Debitur 
ingkar janji telah sepatutnya jika mengeksekusi benda yang dibebani 
sebagai agunan, namun hal yang disayangkan oleh debitur adalah 
adanya kesepakatan dalam akad pembiayaan bahwa jika debitur 
wanprestasi, penyelesaiannya dengan menjual 4 (empat) ruko yang 
tidak dibebani sebagai agunan, penyelesaian dengan menjual 4 (empat) 
ruko tersebut telah disepakatinya. Apabila dalam pelaksanaannya Bank 
lebih dahulu mengeksekusi benda yang dibebani sebgai agunan dengan 
dasar debitur ingkar janji atau wanprestasi, berarti di satu sisi debitur 
menyerahkan agunan sebagai jaminan utang, dan disisi yang lain 
kesepakatan dalam akad untuk menjual benda yang tidak dibebani 
sebagai agunan. 
 
1.1.2. Penjualan lelang obyek agunan pada perbankan syariah pada 
pembiayaan syariah tidak sesuai dengan prinsip perbankan syariah, 










untuk melelang benda yang dibebani sebagai agunan milik debitur 
sebagai pelunasan piutang, namun langkah penjual lelang atas eksekusi 
hak tanggungan jelas tidak sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah 
yang salh tolong menolong. Pembiayaan bermasalahan langkah yang 
diambil yaitu melanjutkan hubungan dengan nasabah, dan 
penyelamatan pembiayaan bermasalah. Melanjutkan hubungan dengan 
nasabah jika menurut penilaian bank syariah nasabah dinilai kooperatif 
dan masih memiliki prospek usaha yang baik ke depannya dan 
dilakukan dengan langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan. Selain 
itu dalam perbankan syariah, penjualan lelang benda yang dibebani 
sebagai agunan merupakan alternatif terakhir, karena lebih 




a. Bank selaku kreditur meskipun mempunyai hak untuk menjual lelang 
barang yang dibebani sebagai agunan, namun sesuai dengan prinsip bank 
syariah, hendaknya gugatan perdata ke Pengadilan agama merupakan 
alternatif terakhir, agar antara bank dengan nasabahnya tetap terjalin 
hubungan yang baik antara bank dengan nasabah perbankan syariah. 
 
b. Kesepakatan dalam pembiayaan dalam bentuk akad merupakan suatu hal 
yang mutlak untuk dilaksanakan, oleh karemna itu hendaknya bank selaku 
kreditur mematuhi isi kesepakatan tersebut agar sesuai dengan prinsip 
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